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Salinan PUTUSAN
Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Plh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat, tanggal lahir Ujung , 03 Januari 1992 (umur 28 tahun),
jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN
TANAH LAUT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat, tanggal lahir Gunung Raja, 05 Juni 1989 (umur 30 tahun),
jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Rumah Tahanan
Negara Lapas Narkotika Klas Il di Kota Banjarbaru, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi- saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pelaihari, dengan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 10 Februari
2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama KABUPATEN TANAH LAUT (Kutipan Akta Nikah Nomor:
465/13/X11/2011 tanggal 01 Desember 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN TANAH
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LAUT selama kurang lebih 6(enam) tahun 5(lima) bulan, sampai dengan
pisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1
orang anak bernama : ANAK, umur 5 tahun (dalam pemeliharaan
Penggugat);

4. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat
disebabkan bahwa pada bulan Mei 2017 Tergugat telah ditangkap oleh
pihak Kapolres Kabupaten Tanah Laut dalam kasus tindak pidana “Dengan
Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Norkotika Golongan
I" dengan hukuman selama 6 (enam) tahun penjara, dan oleh sebab itu
Penggugat merasa keberatan untuk menunggu Tergugat dan memutusakn
untuk berpisah saja, karena Penggugat merasa tidak di beri nafkah baik
lahir maupun batin, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal dan tidak kumpul bersama lagi hingga sekarang;

5. Bahwa sekarang antara Tergugat dengan Tergugat telah terjadi pisah
selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) (bulan) lamanya, dan selama berpisah
tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib dan tidak ada
harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah
Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi
bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata
Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini
untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;
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- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,
meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor
166/Pdt.G/2020/PA.Plh yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah
dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak
disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada
Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya
perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 465/13/X11/2011 Tanggal 01
Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut
bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis,
kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;

2. Fotokopi Petikan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor:
277/Pid.Sus/2017/PN.PIi. tanggal 10 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Negeri Pelaihari. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai
cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian
diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-daliinya dan
bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada

berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh
Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285
R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan
terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah
terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk
mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara
lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan
dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal
sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan
ke Pengadilan Agama di wajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian
melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di
panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya,
sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun

Halaman 4 dari 9 him Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut
tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir
itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon
kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak
tanggal 08 Mei 2017 Tergugat telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres
Kabupaten Tanah Laut dalam kasus tindak pidana " Dengan Permufakatan
Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Norkotika Golongan I dengan pidana
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,000 (satu
milyar rupiah), dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan jawaban, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti tulis bertanda P.1, dan P.2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.2 berupa Petikan
Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor ..../Pid.Sus/..../PN.Pli. tanggal
..... , maka terbukti bahwa Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam)
tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah
bersesuian dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mencukupkan salinan atau
turunan putusan pengadilan negeri beserta keterangan yang menyatakan
putusan telah berkekuatan hukum tetap sebagai bukti untuk perceraian dengan
alasan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa ternyata
saat ini Tergugat sedang berada di Lapas Narkotika Kelas Il dijalan Mistar
Cokrokusomo Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
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sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Plh,
tanggal 19 Februari 2020 dan tanggal 03 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis
Hakim menilai Penggugat tidak perlu lagi menghadirkan Saksi-saksi di
persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 maka ditemukan fakta
kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
menikah pada tanggal 30 Nopember 2011 di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (lima) tahun oleh
putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 227/Pid.Sus/2017/PN.PIi.
tanggal Oktober 2017 karena tindak pidana " Dengan Permufakatan Jahat
Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Norkotika Golongan 1" ;

3. Bahwa sekarang ini Tergugat telah menjalani hukuman penjara sekitar 2
(dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat
tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim
menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sabh;

2. Bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara 6 (enam) tahun;

3. Bahwa hukuman penjara tersebut didapat Tergugat setelah perkawinan
berlangsung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan
dihukumnya Tergugat dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara, maka tujuan
perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam Al quran surat Ar-Rum ayat
21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, tidak
akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Vonis pengadilan yang
diterima Tergugat dan telah dijalani selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan
telah menggoyahkan keteguhan hati Penggugat sehingga tidak dapat lagi
merajut kasih bersama Tergugat dalam membangun mahligai rumah tangga
yang bahagia;
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Menimbang, bahwa vonis pidana 6 (enam) tahun telah mengakibatkan
hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan
upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat
untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya.
Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan
damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan
mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346
yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:
weo Lol ade gllo lg=g) azgll ans, pac aiwl b5l
Artinya:  “Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak

maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni
adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagi suami isteri.
Fakta Tergugat yang dihukum penjara 6 (enam) tahun mengakibatkan
keduanya tidak lagi berdiam atau tinggal pada satu atap. Kondisi tersebut
bukan hanya mengakibatkan perpisahan fisik semata namun juga berakibat
pada lepasnya ikatan batin Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing
tidak lagi bisa melaksanakan kewajiban dan juga tidak memperoleh hak
sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis
Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakbaikan
dalam rumah tangga seorang isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa
gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya;
sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Kitab Fikih Sunnah Juz Il hal.291

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

letllo, 3iiu> g gu 2l uolaldl o dlas yl Lgd 90
e MoVl g e g pmall cani I3l ais L adlle (uolall

Halaman 7 dari 9 him Putusan Nomor 166/Pdt.G/2020/PA.Plh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan
Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu
bain jika telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangga
mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi
didamaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah

terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang —Undang
Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (¢) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (¢c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (¢) Kompilasi
Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap dipersidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 436.000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Amalia
Murdiah, S.H., M.Sy. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari
sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.l. S.Pd.,

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
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terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.H.l. sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Hj. Siti Maryam, S.H. Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.
Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.l. S.Pd., M.H.
Panitera Pengganti,

Nuzula Yustisia, S.H.l.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 320.000,00
5. Redaksi . Rp 10.000,00
6. Materai " Rp 6.000,00 .

Jumlah Rp 436.000,00

Pelaihari, 10 Maret 2020
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. GAZALLI, S.H.
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